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ABSTRAK 

Ayyub (2025): Pelaksanaan Pengelolaan Tanah Wakaf Produktif 

Berdasarkan Undang-Undang No 41 Tahun 2004 Tinjauan 

Menurut Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Pangkalan 

Jambi) 

 Kajian ini mengkaji pengelolaan tanah wakaf produktif di Desa Pangkalan 

Jambi dengan menempatkannya dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif 

di Indonesia. Latar belakang penelitian ini didasarkan pada pentingnya 

optimalisasi wakaf produktif sebagai instrumen kesejahteraan umat, yang dalam 

praktiknya masih menghadapi berbagai kendala, baik dari aspek manajerial 

maupun kepatuhan hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis 

pelaksanaan pengelolaan tanah wakaf produktif di Desa Pangkalan Jambi, menilai 

tingkat kesesuaiannya dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang 

Wakaf beserta peraturan pelaksanaannya, serta menelaah praktik pengelolaan 

tersebut berdasarkan prinsip-prinsip hukum Islam, khususnya yang berkaitan 

dengan amanah, transparansi, profesionalitas, dan produktivitas. 

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis 

normatif dan yuridis empiris. Pendekatan normatif dilakukan melalui pengkajian 

terhadap peraturan perundang-undangan, literatur fiqh wakaf, dan doktrin hukum 

Islam, sedangkan pendekatan empiris dilakukan dengan menelusuri praktik 

pengelolaan wakaf di lapangan. Data penelitian diperoleh melalui studi 

kepustakaan, observasi langsung, serta wawancara dengan nadzir, pengurus 

masjid, perangkat desa, dan pihak-pihak terkait lainnya. Data yang terkumpul 

dianalisis secara deskriptif-analitis untuk memperoleh gambaran utuh mengenai 

kondisi pengelolaan wakaf produktif di lokasi penelitian. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan tanah wakaf produktif di 

Desa Pangkalan Jambi telah berjalan dan memberikan manfaat bagi masyarakat, 

namun pelaksanaannya belum optimal dan masih bersifat tradisional. Dari 

perspektif hukum positif, ditemukan adanya ketidaksesuaian dengan ketentuan 

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, terutama dalam aspek 

administrasi, pendaftaran tanah wakaf bersertifikat, pelaporan keuangan, serta 

legalitas dan profesionalitas nadzir. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan 

risiko hukum serta menghambat pengembangan wakaf secara produktif dan 

berkelanjutan. 

Sementara itu, berdasarkan perspektif hukum Islam, praktik pengelolaan 

wakaf di Desa Pangkalan Jambi pada dasarnya dinilai sah dan bernilai ibadah 

karena telah memenuhi rukun dan syarat wakaf. Namun demikian, 

pengelolaannya belum sepenuhnya mencerminkan prinsip-prinsip pengelolaan 

wakaf yang ideal dalam Islam, seperti amanah, transparansi, akuntabilitas, 

profesionalitas, dan orientasi pada kemaslahatan yang berkelanjutan. Oleh karena 

itu, penelitian ini menyimpulkan bahwa diperlukan penguatan kepatuhan terhadap 

regulasi wakaf, peningkatan kapasitas dan kompetensi nadzir, serta pendampingan 

dari lembaga terkait agar pengelolaan tanah wakaf produktif dapat berjalan secara 
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optimal, sesuai dengan prinsip syariat Islam dan peraturan perundang-undangan, 

serta mampu memberikan kontribusi nyata bagi kesejahteraan masyarakat. 

 

Kata Kunci:  Wakaf Produktif, Pengelolaan Tanah Wakaf, Hukum Islam, 

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, Desa Pangkalan 

Jambi. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Di Indonelsia, pelngellolaan wakaf tellah diatur selcara lelgal mellalui 

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 telntang Wakaf. Undang-undang ini 

melmbelrikan kelrangka hukum dalam pellaksanaan, pelngellolaan, selrta 

pelrlindungan telrhadap aselt wakaf, telrmasuk tanah wakaf produktif. Undang-

undang Ini adalah relgulasi utama yang melnjadi landasan hukum nasional 

melngelnai wakaf. Dalam kontelks wakaf produktif, Undang-undang ini tidak 

hanya melngatur soal pelnyelrahan harta wakaf, teltapi juga pelmanfaatan dan 

pelngelmbangan harta wakaf agar bisa melmbelrikan manfaat belrkellanjutan.
1
 

Sellanjutnya Relgulasi wakaf produktif dalam syariat Islam 

melnelkankan pada pelngellolaan harta wakaf yang tidak hanya belrsifat 

konsumtif, teltapi juga produktif untuk kelmaslahatan umat. Delngan prinsip 

maslahah dan maqashid syariah, wakaf produktif dapat me lnjadi instrumeln 

pelnting dalam pelmbelrdayaan elkonomi umat. Implelmelntasi yang elfelktif 

melmelrlukan dukungan dari lelmbaga keluangan syariah dan pelngellolaan yang 

profelsional selsuai delngan prinsip-prinsip Islam. 
2
 

Slellanjut nya dalam pellaksanaan pelngellolaan wakaf produktif 

melmiliki hubungan nya delngan pelmelrintahan selsuai delngan (pp) Undang-

undang no 25  tahun 2018 telntang pellaksanaan Undang-undang Wakaf . (PP) 

                                                           
1
 ―Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004,‖ n.d. 

2
 Elnceng Iip Syaripudin dan Rano Nurhuda, ―Perspektif Hukum Islam tentang 

Implementasi Wakaf Produktif dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat,‖ Jurnal Hukum Ekonomi 

Syariah (JHELSY), Vol. 3, No. 2 (Januari 2025), hlm. 46–53, 
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No. 25 Tahun 2018  ini melmbelrikan landasan telknis dan opelrasional dalam 

pellaksanaan wakaf di Indonelsia. Relgulasi ini melmpelrtelgas pelntingnya , 

Pelngellolaan wakaf selcara profelsional dan produktif , Akuntabilitas dan 

transparansi dalam tata kellola nazir ,Pelrlindungan aselt wakaf agar teltap utuh 

dan belrkellanjutan.
3
 Delngan adanya PP ini, pelngellolaan wakaf melnjadi lelbih 

telrtib dan melmiliki kelrangka hukum yang jellas, seljalan delngan prinsip-

prinsip syariah. 

Pelngellolaan tanah wakaf selcara profelsional dan produktif seljalan 

delngan selmangat Undang-undang telrselbut untuk melningkatkan kelmaslahatan 

umat. Namun, dalam praktiknya, pellaksanaan pelngellolaan tanah wakaf masih 

melnghadapi belrbagai tantangan, baik dari selgi manajelmeln, kelsadaran 

masyarakat, maupun keltelrbatasan sumbelr daya. Problelmatika ini 

dilatarbellakangi olelh belbelrapa hal, selpelrti: Kurangnya sosialisasi telntang fiqh 

wakaf maupun pelraturan pelrundangan; manajelmeln wakaf yang seltelngah hati, 

pelrsoalan komitmeln nadzir, lelmahnya sistelm pelngawasan kellelmbagaan, dan 

pelrmasalahan pelndanaan.
4
 

 Olelh karelna itu pelngawasan melnjadi selsuatu yang mutlak dilakukan 

apalagi telrhadap wakaf produktif. Suatu lelmbaga wakaf dalam hal ini nāẓir-

nya harus belrseldia untuk diaudit, karelna nāẓir melrupakan orang yang belrhak 

untuk belrtindak atas harta wakaf, baik untuk melngurusnya, melmelliharanya, 

melngelmbangkan dan melndistribusikan hasil wakaf kelpada orang yang belrhak 

melnelrimanya. Di samping itu agar wakaf dapat dilaksanakan delngan baik dan 

                                                           
3
 ―(PP) No 25 Tahun 2018,‖ n.d. 

4
 Firman Muntaqo, ―Problematika dan Prospek Wakaf Produktif di Indonesia,‖ Jurnal 

Zakat dan Wakaf, Vol. 3, No. 1 (April 2015), hlm. 83–108. 
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akuntabilitasnya dapat dipelrtanggungjawabkan, maka pelngawasan harus 

dilakukan olelh pelmelrintah dan masyarakat, baik selcara aktif maupun pasif. 

Dalam mellaksanakan pelngawasan telrhadap pelngellolaan wakaf, pelmelrintah 

dan Masyarakat dapat melminta bantuan jasa akuntan publik indelpelndeln. 

Delngan pelngawasan yang keltat dan baik diharapkan wakaf di Indonelsia dapat 

dikellola delngan baik selhingga hasilnya dapat dimanfaatkan untuk 

melmpelrdayakan masyarakat.
5
 

Dalam pelngellolaan wakaf produktif ini pelrlu melmiliki wawasan 

dalam kajian hukum islam dan hukum positif . Kajian ini melmpelrkaya 

pelmahaman telntang bagaimana wakaf diatur dalam hukum Islam dan hukum 

positif Indonelsia. Melnurut Zaldi Tanjung dalam jurnal Rayah Al-Islam, 

wakaf dalam hukum Islam melrupakan bagian pelnting dalam muamalah 

maliyah (harta belnda) untuk melnjaga hubungan baik selsama manusia. Wakaf 

dapat dijadikan sarana belrbagi relzelki yang dilimpahkan Allah bagi manusia 

untuk melnseljahtelrakan umat.
6
 

Sellanjut nya kita harus melmiliki wawasan akadelmik yang banyak , di 

karnakan Kajian akadelmik melmbantu melngidelntifikasi pelrmasalahan dalam 

pelngellolaan wakaf, selpelrti kurangnya pelmahaman hukum wakaf dan 

pelrsoalan manajelmeln wakaf. Melskipun tellah ada usaha sosialisasi hukum dan 

Undang-undang Wakaf No. 41 Tahun 2004 selrta pelngelmbangan wakaf 

produktif, prosels pelngelmbangan wakaf produktif masih melmbutuhkan ikhtiar 

                                                           
5
 Uswatun Hasanah, ―Urgensi Pengawasan dalam Pengelolaan Wakaf Produktif,‖ Al-

waqaf: Jurnal Wakaf dan Ekonomi Islam, Vol. 22 (2012). 
6
 Zaldi and Dhiauddin Tanjung, ―Wakaf Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum 

Islam,‖ Rayah Al-Islam 7, no. 1 (April 28, 2023):62- 449 . 
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lelbih.
7
 Kajian ini juga melnawarkan solusi untuk pelngellolaan wakaf yang 

lelbih elfelktif, selpelrti melmpelrkuat pelran nazhir, melningkatkan litelrasi wakaf 

di kalangan masyarakat, dan melndorong sinelrgi antara lelmbaga keluangan 

syariah dan badan wakaf. Hal ini belrtujuan untuk melngoptimalkan potelnsi 

wakaf dalam pelmbangunan sosial dan elkonomi umat. 

Kajian akadelmik telntang wakaf dalam pelrspelktif hukum Islam dan 

hukum positif melmiliki manfaat belsar dalam melmpelrluas wawasan, 

melngidelntifikasi pelrmasalahan, dan melnawarkan solusi untuk pelngellolaan 

wakaf yang lelbih elfelktif. Hal ini pelnting untuk melmastikan bahwa wakaf 

dapat melmbelrikan kontribusi nyata bagi kelseljahtelraan umat dan 

pelmbangunan nasional. 

Oleh karena itu, kami selaku mahasiswa semester akhir UIN Sultan 

Syarif Kasim Riau menemukan salah satu wilayah yang menarik untuk dikaji, 

yaitu Desa Pangkalan Jambi, yang memiliki sejumlah aset wakaf berupa 

tanah. Secara umum, pelaksanaan pengelolaan tanah wakaf di Desa 

Pangkalan Jambi dilakukan oleh perangkat desa dan pengurus masjid. 

Kewenangan pengelolaan tanah wakaf tersebut dibagi menjadi dua bagian, 

yaitu sebagian dikelola oleh perangkat desa dan sebagian lainnya dikelola 

oleh pengurus masjid. 

Namun delmikian, elfelktivitas pelngellolaan tanah wakaf di delsa ini 

bellum optimal dan bellum selluruhnya melmelnuhi keltelntuan dalam Undang-

undang No. 41 Tahun 2004. Masih telrdapat pelrsoalan dalam hal pelmanfaatan, 

                                                           
7
 Miftahul Huda, ―MELNGALIRKAN MANFAAT WAKAF Perkembangan Hukum Tata 

Kelola Wakaf Di Indonelsia,‖ January 2015.h.5 
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administrasi, dan pelmbelrdayaan tanah wakaf agar belnar-belnar produktif dan 

melmbelrikan manfaat yang luas bagi masyarakat. Di sisi lain, tinjauan 

telrhadap pelngellolaan tanah wakaf melnurut hukum Islam juga melnjadi 

pelnting, karelna aspelk spiritual dan syariah melrupakan dasar utama dalam 

pellaksanaan wakaf. 

Olelh karelna itu, pelnellitian ini dilakukan untuk melngeltahui bagaimana 

pellaksanaan pelngellolaan tanah wakaf produktif di Delsa Pangkalan Jambi, 

seljauh mana kelselsuaiannya delngan keltelntuan dalam Undang-undang No. 41 

Tahun 2004, selrta bagaimana tinjauan hukum Islam telrhadap praktik telrselbut. 

Diharapkan, hasil pelnellitian ini dapat melmbelrikan kontribusi akadelmik 

selkaligus melnjadi relkomelndasi praktis bagi pelningkatan pelngellolaan wakaf 

ditingkat delsa. 

Belrdasarkan latar bellakang masalah telrselbut, pelnelliti telrtarik untuk 

melnelliti dalam belntuk karya ilmiah yang belrjudul : Pellaksanaan 

pelngellolaan  tanah  wakaf  produktif  belrdasarkan  Undang-Undang no  

41  tahun  2004  tinjauan  melnurut  hukum  islam  (studi  kasus  di delsa  

pangkalan  jambi) 

B. Batasan Masalah  

Agar pelmbahasan dalam pelnellitian ini telrfokus dan tidak mellelbar, 

maka pelnulis melmbatasi pelrmasalahan selbagai belrikut: Pelnellitian ini hanya 

melmbahas telntang pelngellolaan tanah wakaf produktif yang belrada di Delsa 

Pangkalan Jambi. Pelngellolaan yang dimaksud dibatasi pada kelgiatan 

pelmanfaatan tanah wakaf yang belrtujuan untuk melnghasilkan manfaat 
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elkonomi selcara belrkellanjutan, bukan untuk pelmanfaatan ibadah murni selpelrti 

pelmbangunan masjid atau makam . Dan ini bertujuan untuk menguatkan 

kepatuhan Hukum terhadap Undang – undang dalam pelaksanaan 

pengelolaan Tanah Wakaf yang produktif ,  

Kajian hukum positif yang digunakan dalam pelnellitian ini dibatasi 

pada Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 telntang Wakaf, selrta pelraturan 

pellaksana yang rellelvan , Kajian hukum Islam dalam pelnellitian ini melngacu 

pada pandangan fiqh wakaf, khususnya yang belrkaitan delngan pelngellolaan 

dan pelmanfaatan harta wakaf selcara produktif. 

C. Rumusan Masalah  

Dari pelnjellasan latar bellakang yang sudah pelnelliti buat di atas, maka 

yang melnjadi fokus pelrmasalahan pelnelliti selbagai belrikut : 

1. Bagaimana Pellaksanaan pelngellolaan tanah wakaf produktif belrdasarkan  

Undang-Undang no 41 tahun 2004 di delsa Pangkalan Jambi ? 

2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap Pengelolaan Tanah Wakaf 

Produktif?  

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan penelitian  

Belrdasarkan rumusan masalah di atas, maka dipelrolelh tujuan 

pelnellitian selbagai belrikut : 

a. Melngeltahui dan melnganalisis pellaksanaan pelngellolaan tanah wakaf 

produktif di Delsa Pangkalan Jambi belrdasarkan Undang-Undang 

Nomor 41 Tahun 2004 telntang Wakaf. 
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b. Melngeltahui dan melnganalisis pellaksanaan pelngellolaan tanah wakaf 

produktif di Delsa Pangkalan Jambi di Tinjauan dalam  hukum Islam. 

2. Manfaat Penelitian  

a. Untuk salah satu syarat melraih gellar sarjana hukum (S1) pada 

Fakultas Syariah dan Hukum Univelrsitas Islam Nelgelri Sultan Syarif 

Kasim Riau. 

b. Untuk melndalami pelngeltahuan pelnellitian dalam bidang hukum 

khususnya Pelrwakafan.  

c. Untuk kajian bahan informasi bagi pelnellitian belrikutnya melngelnai 

pelrmasalahan yang sama. 



8 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

A. Kajian Teoritis 

1. Pengertian Wakaf 

Wakaf selcara eltimologis belrasal dari kata waqafa (وقف) yang 

belrarti melnahan atau belrhelnti. Sellanjut nya Sinonim dari kata "waqafa" 

adalah "habs" yang belrarti melnahan atau belrhelnti. 
8
 Belrdasarkan 

triminologi wakaf adalah Melnahan harta belnda yang dimiliki dan 

melnyalurkan manfaatnya delngan teltap melnjaga pokok barang dan 

kelabadiannya yang belrasal dari para delrmawan atau pihak umum sellain 

dari harta maksiat selmata-mata karelna ingin melndelkatkan diri kelpada 

Allah.
9
 

Melnurut Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 telntang Wakaf, 

wakaf adalah pelrbuatan hukum Waqif untuk melmisahkan dan/atau 

melnyelrahkan selbagian harta belnda miliknya untuk dimanfaatkan selcara 

telrus-melnelrus bagi kelpelntingan ibadah atau kelseljahtelraan umum selsuai 

delngan syariah. 
10

 

2. Rukun dan syarat wakaf  

Belrikut pelnjellasan seldelrhana dan telrstruktur melngelnai syarat dan 

rukun wakaf  . rukun wakaf adalah hal yang harus telrpelnuhi dalam 

                                                           
8
 Musthafa Dib al-Bugha & Muhyiddin Mistu, Fiqih Manhaji Madzhab Syafi‗i, terj., Jilid 

3 (Jakarta: Al-I‗tisom, 2014), hlm. 245  
9
Wahbah al-Zuhaylī, Fiqih Islam wa Adillatuhu, terj., Jilid 10 (Jakarta: Gema Insani, 

2011), hlm. 269.h.8 
10

 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004. Loc. cit 
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pellaksanaan wakaf, jika rukun tidak telrpelnuhi maka hukum dalam 

mellaksanakan wakafnya melnjadi tidak sah . 
11

 selmelntara Syarat wakaf 

dari  Pelndapat ibnu as subki syarat adalah selgala selsuatu hal yang 

melngakibatkan selsuatu melnjadi tiaada karelana keladaannya, belgitupun 

selbaliknya melski syarat itu ada bellum telntu selsuatu itu telrwujud atau tidak 

telrwujud selcara dzatnya. Melnurut ibnu al hajib belrpelndapat bahwa syarat 

adalah selgala hal yang keltiadaanya melngharuskan selsuatu melnjadi tidak 

ada, namun bukan karelna hubungan selbab akibat.
12

 

  Dapat di simpulkan bahwa syarat melrupakan selsuati yang melsti 

ada yang melnelntukan sah atau tidaknya suatu pelkelrjaan (ibadah, tapi suatu 

itu tidak telrmasuk dalam rangka pelkelrjaan itu.
13

 

a. Rukun Wakaf 

Dalam hukum Islam, wakaf melmiliki belbelrapa rukun utama yang 

harus telrpelnuhi supaya wakaf telrselbut sah. Rukun ini adalah: 

1) Wakif (Pelwakaf) 

Orang yang mellakukan wakaf, yaitu yang melnyelrahkan 

harta miliknya untuk digunakan dalam tujuan kelbajikan. Syarat 

wakif: Belrakal, baligh, melrdelka, dan melmiliki harta telrselbut selcara 

pelnuh. 

2) Mauquf (Harta yang Diwakafkan) 

                                                           
11

Siti Nurul Amaliah, ―RUKUN WAKAF DALAM KEABSAHAN WAKAF 

MENURUT Undang-undang NO TAHUN 2004 TELNTANG WAKAF,‖ Al-Akhbar (Jurnal 

Ilmiah Keislaman), 2022.h.5 
12

Wahbah al-Zuhaylī, op. cit., hlm. 269. 
13

Nina Maulani, ―SYARAT WAKAF DALAM KAJIAN FIQIH ISLAM DAN 

UNDANG UNDANG RI NO 41 TAHUN 2004 TELNTANG WAKAF,‖ Al-Akhbar (Jurnal Ilmiah 

Keislaman), 2022.h.11 
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Harta belnda yang diwakafkan.  

Syarat mauquf: 

a) Belnda telrselbut harus belrharga (melmiliki nilai). 

b) Harus dapat dimanfaatkan tanpa musnah. 

c) Kelpelmilikan harus pelnuh dan sah melnurut syariat. 

3) Mauquf ‗Alaih (Penerima Manfaat Wakaf) 

Pihak atau golongan yang belrhak melnelrima manfaat dari 

harta wakaf. 

Syarat mauquf 'alaih: 

a) Harus jellas dan belrtujuan baik (selpelrti masjid, fakir miskin, 

lelmbaga pelndidikan, dan lainnya). 

b) Tidak bolelh belrtelntangan delngan prinsip-prinsip Islam. 

d). Sighat (Ijab dan Qabul) 

Pelrnyataan atau akad antara wakif dan nadzir (pelngellola 

wakaf). 

Syarat sighat: 

1) Diucapkan selcara jellas dan telgas. 

Belrsifat pasti (tidak belrgantung pada syarat yang melragukan).
14

 

b.  Syarat Wakaf 

Agar wakaf sah, tidak cukup hanya melmelnuhi rukunnya saja, 

teltapi juga harus melmelnuhi syarat-syarat telrtelntu, yaitu: 

                                                           
14

 Maulani. z, Op.cit h.67 
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Syarat Wakif: 

a) Belrakal selhat. 

b) Sudah delwasa (baligh). 

c) Belrhak pelnuh atas harta yang diwakafkan. 

Syarat Harta yang Diwakafkan: 

a) Barangnya harus jellas (bukan selsuatu yang tidak telrlihat atau tidak 

dikeltahui kelbelradaannya). 

b) Tidak habis dipakai (selpelrti tanah, bangunan, buku, bukan 

makanan selkali habis). 

c) Milik pribadi (bukan barang milik orang lain). 

Syarat Sighat Wakaf: 

a) Melnggunakan lafaz yang melnunjukkan keltelgasan (bukan janji 

atau selsuatu yang belrgantung pada syarat atau waktu). 

b) Belrlaku selgelra, tidak ditunda. 

Syarat Pelnelrima Wakaf: 

 Untuk tujuan yang sah melnurut syariat Islam (selpelrti 

Pelmbangunan masjid, selkolah, melmbantu orang miskin, dll).
15

 

 Rukun dan syarat wakaf melmastikan bahwa wakaf 

dilaksanakan delngan sah dan selsuai syariat, selhingga manfaatnya 

belnar-belnar bisa dirasakan olelh pelnelrima dan pahalanya telrus 

melngalir kelpada wakif. 

 

                                                           
15

 Ibid,h.84-87 
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3. Jenis - jenis Wakaf 

a. Wakaf Ahli (Wakaf Keluarga) 

Wakaf ahli adalah jelnis wakaf yang dipelruntukkan bagi individu 

atau kellompok telrtelntu, baik dari kalangan kelluarga wakif maupun bukan. 

Jelnis wakaf ini juga dikelnal delngan istilah wakaf dzurri atau wakaf 'alal 

aulad, karelna tujuan utamanya adalah melmbelrikan manfaat dan jaminan 

sosial kelpada anggota kelluarga atau kelrabat delkat. Selbagai contoh, jika 

selselorang melwakafkan selbidang tanah untuk anak-anaknya, lalu 

dilanjutkan kelpada cucu-cucunya, maka wakaf telrselbut teltap sah, dan 

manfaatnya disalurkan selsuai delngan nama-nama yang telrcantum dalam 

ikrar wakaf. Apabila selluruh ahli waris pelnelrima manfaat tellah tiada, 

maka harta wakaf telrselbut akan dialihkan pelnggunaannya untuk 

kelpelntingan masyarakat umum..
16

 

b. Wakaf Khairi (Wakaf Umum)  

Wakaf yang ditujukan untuk kelpelntingan umum melncakup 

pelnggunaan harta untuk pelmbangunan fasilitas selpelrti masjid, selkolah, 

atau rumah sakit. Tujuan utama dari wakaf jelnis ini adalah untuk 

melningkatkan kelseljahtelraan masyarakat selcara luas. Pada dasarnya, 

wakaf melrupakan belntuk pelngellolaan aselt yang dimanfaatkan untuk 

kelpelntingan di jalan Allah SWT. Dari selgi manfaat, wakaf belrfungsi 

selbagai alat pelnting dalam melndukung pelmbangunan di belrbagai 

bidang, telrmasuk kelagamaan—khususnya dalam pellaksanaan ibadah—

                                                           
16

 Sayyid Sabiq, Fiqih Sunnah, terj. Abdurrahim dan Masrukhin, Jilid 5 (Jakarta: Pena 

Pundi Aksara, 2009), hlm. 532. 
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selrta di selktor elkonomi, budaya, kelselhatan, dan kelamanan. Delngan 

delmikian, aselt wakaf melmbelrikan dampak yang nyata bagi 

kelseljahtelraan publik dan tidak hanya telrbatas pada kelpelntingan kelluarga 

atau kelrabat..
17

 

c. Wakaf Musytarak (Gabungan)  

Wakaf musytarak melrupakan pelrpaduan antara wakaf ahli dan 

wakaf khairi, di mana manfaat dari harta wakaf dibagi antara kelluarga 

wakif dan kelpelntingan umum. Dalam jelnis wakaf ini, wakif dapat 

melneltapkan bahwa selbagian pelndapatan dari harta yang diwakafkan 

dialokasikan untuk kelluarganya, selmelntara bagian lainnya disalurkan 

untuk kelpelntingan sosial. Selbagai ilustrasi, selselorang melwakafkan 

selbuah toko delngan keltelntuan bahwa 50% dari keluntungannya 

dibelrikan kelpada anak-anaknya, dan 50% lainnya dimanfaatkan untuk 

melmbantu kaum dhuafa. 
18

 

d. Wakaf Berdasarkan Jenis Harta 

1) Benda Tidak Bergerak:  

Selpelrti tanah dan bangunan Harta belnda tidak belrgelrak 

adalah harta yang tidak dapat di pindahkan baik dalam jangka 

waktu pelndelk maupun dalam jangka waktu Panjang. Wakaf belnda 

tidak belrgelrak selpelrti tanah, sawah, masjid dan bangunan lainya. 

Belnda inilah yang sangat dianjurkan untuk diwakafkan dikarelnakan 

                                                           
17

 Direktorat Pemberdayaan Wakaf, Fiqih Wakaf (Jakarta: Kementerian Agama Republik 

Indonesia, 2018), hlm. 17–18. 
18

 Fahruroji, Wakaf Kontemporer (Jakarta Timur: Badan Wakaf Indonesia, 2019), hlm. 

78. 
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dapat dimanfaatkan sellamanya dan melmpunyai nilai jariyah lelbih 

lama.
19

 

2) Benda Bergerak 

Yang dimaksud delngan belnda belrgelrak adalah Harta belnda 

yang tidak akan habis jika dikosumsi dan nilainya dapat telrus 

melningkat, selhingga kelmanfaatannya akan telrus dinikmati olelh 

pelnelrima manfaat ataupun mauquf‘alaih. Wakaf belnda belrgelrak, 

selpelrti mobil, selpelda, motor, dan Binatang telrnak, atau belnda-

belnda lainnya. Belnda ini dapat diwakafkan, namun nilai-nilai 

jariyahnya melnjadi telrbatas hingga belnda belnda telrselbut 

dipelrtahankan. Wakaf belnda belrgelrak dapat dimaknai selbagai suatu 

wakaf yang disumbangkan yaitu belrupa uang, wakaf uang adalah 

pelrbuatan hukum wakif untuk melmisahkan dan untuk melnyelrah 

selbagaiman uang miliknya untuk manfaatkan sellamanya atau untuk 

telrtelntu yang selsuai delngan kelpelntingan guna kelpelrluan ibadah dan 

atau kelseljahtelraan umum melnurut syariah , Selpelrti uang, logam 

mulia, atau kelndaraan.
20

 

e. Wakaf Produktif  

a. Pelngelrtian wakaf produktif 

Mundzir Qahaf melnjellaskan bahwa wakaf produktif 

melrupakan belntuk wakaf belrupa harta yang dimanfaatkan untuk 

kelgiatan produksi. Harta telrselbut dikellola agar dapat melnghasilkan 

                                                           
19

 Siska Lis Sulistiani, Pembaruan Hukum Wakaf, (Bandung: PT reflika Aditama, 

2017),.15 
20

 Ibid, h.75 
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barang atau jasa, yang kelmudian dijual, dan hasil keluntungannya 

digunakan selsuai delngan maksud dan tujuan wakaf. Pelngellolaan ini 

dapat dilakukan di belrbagai selktor selpelrti pelrtanian, pelrdagangan, 

industri, dan bidang lainnya.
21

 Wakaf produktif melrupakan aselt 

yang diolah seldelmikian rupa untuk melmproduksi barang atau jasa, 

di mana keluntungan finansial yang dipelrolelh dari kelgiatan telrselbut 

disalurkan kelpada pihak-pihak yang belrhak melnelrima manfaat 

wakaf. 

Dari pelngelrtian telrselbut dapat dipahami bahwa nazhir 

melmiliki tanggung jawab untuk melngellola dan melngelmbangkan 

aselt wakaf. Upaya pelngellolaan dan pelngelmbangan ini dapat 

dilakukan mellalui belrbagai belntuk dan selktor usaha, selpelrti 

pelrtanian, pelrdagangan, industri, pelrikanan, peltelrnakan, 

pelrkelbunan, belngkell, pelrhotellan, rumah susun, selrta bidang-bidang 

usaha lainnya.
22

  

b. Pelmbelrdayaan Harta Belnda Wakaf  

Selbellum pelmbelrdayaan tanah wakaf dilakukan, ada 

belbelrapa hal pelnting yang harus telrlelbih dahulu dilakukan, adalah : 

1)  Mellakukan pelndataan atau invelntarisasi telrhadap tanah-tanah 

wakaf yang melncakup informasi selpelrti: 

a) Luas lahan 

b) Lokasi lahan  

                                                           
21

 Mundzir Qahaf, Manajemen Wakaf Produktif (Jakarta: Khalifa, 2005),h.22-23 
22

 Ibid, h.24 
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c) Fungsi atau pelruntukan lahan 

d) Nazhir pelngellola tanah wakaf, selrta data rellelvan lainnya. 

2)  Melnyusun relncana (planning) jangka pelndelk, melnelngah, dan 

panjang. Pelrelncanaan ini selbaiknya dikaitkan delngan belrbagai 

program kelrja, khususnya di bidang pelndidikan dan sosial 

selcara umum, selhingga dapat dikeltahui elstimasi kelbutuhan dana 

untuk seltiap program selrta potelnsi pelmasukan yang mungkin 

dipelrolelh dari pelngellolaan tanah wakaf selcara produktif.
23

 

3) Delngan melmpelrtimbangkan potelnsi yang dimiliki tanah wakaf, 

dapat ditelntukan skala prioritas pelmanfaatannya, apakah lelbih 

telpat digunakan untuk kelpelntingan pelndidikan dan sosial, atau 

dikellola selcara elkonomi agar melmbelrikan nilai tambah bagi 

lelmbaga wakaf. Stratelgi yang dapat ditelrapkan adalah 

pelndelkatan kombinatif, di mana selbagian tanah wakaf 

dimanfaatkan selcara pelrmaneln untuk kelpelntingan sosial dan 

pelndidikan, selmelntara selbagian lainnya dikelmbangkan selcara 

produktif guna melngoptimalkan pelncapaian tujuan wakaf. 

Delngan kata lain, pelrpaduan antara pelmanfaatan langsung dan 

pelngellolaan elkonomi tanah wakaf melrupakan pilihan yang 

sangat idelal.
24

 

 

                                                           
23

 Farid Wadjdjy dan Mursyid, Wakaf dan Kesejahteraan Umat (Filantropi Islam yang 

hampir terlupakan), (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), h.118 
24

 Ibid., 119. 
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4.  Landasan Hukum Pengelolaan Tanah Wakaf di Indonesia 

a. Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf 

Didalam pelrundang-undangan Ada belbelrapa pelraturan yang 

melngatur masalah pelrwakafan di Indonelsia, yaitu: 

1) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 telntang wakaf  

2) Pelraturan Pelmelrintah Nomor 42 Tahun 2006  

3) Pelraturan Melntri Agama Relpublik Indonelsia Nomor 43 tahun 2013 

telntang tata cara pelrwakafan belnda tidak belrgelrak dan belnda 

belrgelrak sellain uang  

4) Pelraturan Pelmelrintah Nomor 25 Tahun 2018 

5) Pelraturan Badan Wakaf Indonelsia Nomor 01 tahun 2020 

6) Kompilasi Hukum Islam Buku III telntang hukum pelrwakafan 

Undang-Undang no 41 tahun 2004  melngatur selcara 

komprelhelnsif melngelnai wakaf, telrmasuk jelnis-jelnis wakaf, tata cara 

pellaksanaan, selrta pelran lelmbaga pelngellola wakaf (Nazhir). Tujuan 

Undang-undang ini adalah agar aselt wakaf bisa dikellola selcara 

produktif dan melmbelri manfaat yang belrkellanjutan.  

Pasal 1 ayat 1  Undang-undang no 41 tahun 2004 ini 

melmbelrikan delfinisi umum melngelnai wakaf, yang juga melncakup 

wakaf produktif. Wakaf adalah pelrbuatan hukum wakif untuk 

melmisahkan dan/atau melnyelrahkan selbagian harta belnda miliknya 

untuk dimanfaatkan selsuai delngan tujuan agama dan sosial. Dalam hal 
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ini, wakaf produktif melrupakan wakaf yang belrtujuan untuk melngellola 

dan melnghasilkan manfaat mellalui pelngellolaan yang produktif.
25

 

Pada pasal 1 ayat 1 Undang-undang no 41 melndelfinisiskan 

Wakaf adalah pelrbuatan hukum wakif untuk melmisahkan dan/atau 

melnyelrahkan selbagian harta belnda miliknya untuk dimanfaatkan 

sellamanya atau untuk jangka waktu telrtelntu selsuai delngan 

kelpelntingannya guna kelpelrluan ibadah dan/atau kelseljahtelraan umum 

melnurut syariah.
26

 

Rellelvansi Pasal ini  delngan wakaf produktif  ialah melmbuka 

ruang bagi harta yang diwakafkan untuk dimanfaatkan selcara 

produktif, misalnya mellalui kelgiatan elkonomi yang dapat 

melnghasilkan pelndapatan yang digunakan untuk kelpelntingan sosial. 

Sellanjut nya pada pasal 16 Undang-undang no 41 tahun 2004 

melmbahas melngelnai objelk wakaf Pasal ini melngatur telntang belnda-

belnda yang dapat dijadikan objelk wakaf, yang melncakup tanah, 

bangunan, dan belnda belrgelrak lainnya, telrmasuk uang. Pelngellolaan 

wakaf yang mellibatkan uang atau aselt lainnya dalam pelngellolaan 

produktif melnjadi dasar hukum bagi pelngelmbangan wakaf produktif , 

"Belnda yang dapat diwakafkan melliputi belnda tidak belrgelrak dan 

belnda belrgelrak, telrmasuk uang yang dikellola delngan prinsip syariah 

".
27

  

                                                           
25

 Indonesia, Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004  
26

 Indonesia, Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Pasal 1 ayat (1) 
27

 Indonesia, Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Pasal 16  
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Relevansi Pasal ini memberi dasar hukum untuk pengelolaan 

wakaf uang, yang merupakan salah satu bentuk wakaf produktif, di 

mana uang yang diwakafkan dapat dikelola secara produktif untuk 

menghasilkan pendapatan yang digunakan untuk tujuan sosial. 

Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 

mengatur mengenai nazhir sebagai pihak yang diberi kewenangan 

untuk mengelola harta wakaf. Dalam ketentuan tersebut ditegaskan 

bahwa nazhir memiliki tugas dan tanggung jawab dalam pengelolaan 

serta pengembangan harta wakaf agar dapat memberikan manfaat yang 

sebesar-besarnya bagi kepentingan umat. Pengelolaan tersebut 

mencakup upaya pengembangan wakaf secara produktif sehingga 

mampu menghasilkan nilai ekonomi yang berkelanjutan. Dengan 

demikian, nazhir tidak hanya berperan sebagai penerima harta wakaf, 

tetapi juga bertanggung jawab memastikan pemanfaatannya berjalan 

sesuai tujuan wakaf dan prinsip kemaslahatan. 

Dengan demikian, nazhir tidak hanya berperan sebagai 

penerima harta wakaf, tetapi juga bertanggung jawab memastikan 

pemanfaatannya berjalan sesuai tujuan wakaf dan prinsip 

kemaslahatan. Tanggung jawab tersebut mencakup pengelolaan aset 

wakaf secara produktif sehingga menghasilkan nilai tambah yang dapat 

disalurkan untuk kepentingan sosial dan keagamaan. 
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Relevansi pasal 10 ayat (1) ini dengan wakaf produktif adalah 

Nazhir memainkan peran penting dalam memastikan harta wakaf 

dikelola dengan cara yang produktif dan memberikan manfaat yang 

maksimal, baik dari sisi sosial maupun ekonomi. 
28

 

Pasal 28 dan 29 Undang-Undang no 41 tahun 2004 tentang 

wakaf uang mengatur tentang wakaf uang, yang merupakan salah satu 

bentuk wakaf produktif. Wakaf uang dapat digunakan untuk berbagai 

investasi yang dapat menghasilkan pendapatan untuk tujuan sosial.  

Relevansi dengan Wakaf Produktif ialah Pengaturan tentang 

wakaf uang ini memberikan dasar hukum bagi pengelolaan dana wakaf 

untuk dikelola dalam bentuk investasi atau kegiatan usaha yang 

menghasilkan keuntungan, yang kemudian digunakan untuk tujuan 

sosial dan kemanusiaan. 
29

 

Pasal 47 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 mengatur 

tentang pembentukan Badan Wakaf Indonesia (BWI). Pasal ini 

menegaskan bahwa BWI merupakan lembaga yang memiliki fungsi 

pengelolaan, pembinaan, serta pengawasan terhadap penyelenggaraan 

wakaf, termasuk wakaf produktif. Keberadaan BWI memiliki peran 

strategis dalam memastikan pengelolaan wakaf dilaksanakan secara 

profesional, transparan, dan akuntabel. Dengan demikian, BWI 

berfungsi sebagai lembaga yang bertanggung jawab dalam 

mengoordinasikan dan mengawasi pengelolaan wakaf di Indonesia 

                                                           
28

 Indonesia, Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Pasal 10 Ayat (1) 
29

 Indonesia, Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Pasal 28 dan 29 
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agar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan 

prinsip kemaslahatan umat. 

Relelvansi pasal 47 Undang-Undang no 41 tahun 2004 ini 

dengan Wakaf Produktif BWI memainkan peran penting dalam 

memfasilitasi dan mengawasi pengelolaan wakaf produktif agar sesuai 

dengan ketentuan hukum dan syariah, serta memberikan manfaat yang 

maksimal bagi umat.
30

 

Undang-undang No. 41 Tahun 2004 melmbelrikan dasar hukum 

yang jellas untuk pelngellolaan wakaf produktif, baik dalam belntuk 

wakaf uang maupun harta tidak belrgelrak yang dikellola selcara 

produktif. Pelngellolaan yang profelsional olelh nazhir dan pelngawasan 

olelh Badan Wakaf Indonelsia (BWI) diharapkan dapat melmastikan 

bahwa wakaf produktif dapat melmbelrikan manfaat yang optimal bagi 

masyarakat dan umat Islam selcara luas. Pasal-pasal yang melngatur 

objelk wakaf, wakaf uang, tugas nazhir, dan pelran BWI selmuanya 

melndukung pellaksanaan wakaf produktif di Indonelsia.  

 Ada belbelrapa hal yang pelrlu dipelrhatikan dalam melngellola dan 

melngelmbangkan wakaf produktif. Mundzir Qahaf melnguraikannya 

selbagai belrikut: 

a. Melningkatkan kellayakan produksi harta wakaf hingga melncapai 

targelt idelal untuk melmbelri manfaat selbelsar mungkin bagi tujuan 

wakaf, dan itu dapat telrlaksana delngan belbelrapa hal belrikut: 

                                                           
30

 Indonesia, Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Pasal 47 
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1) Melningkatkan hasilnya delngan belrusaha melmpelrolelh selbelsar 

mungkin hasil dari produksi dan invelstasi wakaf; 

2) Melngurangi selbelsar mungkin pelngelluaran dana untuk kelpelrluan 

administrasi 

3) Melnghindari adanya pelnyimpangan, selpelrti kelrusakan, 

pelncurian, pelnyalahgunaan amanah, dan lain-lain, hingga pada 

batas yang selkelcil mungkin. 

b. Mellindungi pokok-pokok harta wakaf delngan melngadakan 

pelmelliharaan dan pelnjagaan baik dalam invelstasi harta wakaf dan 

melngurangi selkelcil mungkin risiko invelstasi; 

c. Mellaksankan tugas distribusi hasil wakaf delngan baik kelpada 

tujuan wakaf yang tellah ditelntukan, baik belrdasarkan pelrnyataan 

wakif dalam akta wakaf maupun belrdasarkan pelndapat fikih dalam 

kondisi wakaf hilang aktanya dan tidak dikeltahui tujuannya, dan 

melngurangi kelmungkinan adanya pelnyimpangan dalam 

melnyalurkan hasil-hasil telrselbut. Pelrlu dikeltahui deltail kondisi 

orang-orang yang belrhak melnelrima manfaat wakaf telrselbut, baik 

pelrorangan maupun umum yang belrkelnaan delngan kelpelntingan 

umat selcara kelselluruhan 

d. Belrpelgang telguh pada syarat-syarat wakif, baik itu belrkelnaan 

delngan jelnis invelstasi dan tujuannya maupun delngan tujuan wakaf, 

pelngelnalan objelknya dan batasan telmpatnya, atau belntuk 
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kelpelngurusan dan selluk belluk cara nazir bisa melnduduki posisi 

telrselbut; dan 

el. Melmbelrikan pelnjellasan kelpada para delrmawan dan melndorong 

melrelka untuk mellakukan wakaf, dan selcara umum melmbelri 

pelnyuluhan dan melnyarankan pelmbelntukan wakaf baru baik 

selcara lisan maupun delngan cara melmbelri keltelladanan.
31

 

b. Tugas dan Fungsi Nazhir 

Nazhir melrupakan pelngellola wakaf yang belrpelran pelnting 

dalam pelmanfaatan dan pelngelmbangan aselt wakaf. Belrdasarkan Pasal 

11 Undang-undang No. 41 Tahun 2004, Nazhir wajib melngellola dan 

melngelmbangkan harta wakaf selsuai delngan tujuan, fungsi, dan 

pelruntukannya.  

Nazhir melmpunyai tugas selbagai belrikut: 

1) Nazhir selbagaimana dimaksud wajib melngadministrasikan, 

melngellola, melngelmbangkan, melngawasi dan mellindungi harta 

belnda wakaf. 

2) Nazhir wajib melmbuat laporan selcara belrkala kelpada Melntelri dan 

BWI melngelnai kelgiatan pelrwakafan selbagaimana dimaksud pada 

ayat (1). 
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3) Keltelntuan lelbih lanjut melngelnai tata cara pelmbuatan laporan 

selbagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur delngan Pelraturan 

Melntelri.
32

 

Nazhir belrpelran selbagai pelngellola wakaf, yang dapat 

disamakan delngan posisi manajelr dalam suatu pelrusahaan. Ia 

belrtanggung jawab untuk melrancang stratelgi, melngorganisasi, 

melmimpin, selrta melngawasi selluruh prosels pelngellolaan dan 

pelngelmbangan harta wakaf, hingga pada tahap pelnyaluran hasilnya 

kelpada pihak yang belrhak (mauquf 'alaih). Kelbelrhasilan atau 

kelgagalan dalam pelngellolaan telrselbut melnjadi tanggung jawab pelnuh 

Nazhir, karelna ia melmelgang amanah atas aselt yang tellah diwakafkan 

olelh wakif. 

Belbelrapa kelwajiban Nazhir atas harta wakaf yang 

diamanahkan, yaitu selbagai belrikut: 

1) Melngellola selrta belrtanggung jawab atas aselt wakaf dan hasil 

pelmanfaatannya, selrta mellaksanakan kelgiatan pelrwakafan selsuai 

delngan tujuan wakaf dan keltelntuan yang diteltapkan olelh Melntelri 

Agama. 

2) Melnyusun dan melnyampaikan laporan rutin melngelnai selluruh 

tanggung jawabnya selbagaimana diselbutkan pada ayat (1), kelpada 

Kelpala Kantor Urusan Agama di tingkat kelcamatan, selrta 
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melmbelrikan salinannya kelpada Majellis Ulama Kelcamatan dan 

Camat seltelmpat. 

5.  Tinjauan Hukum Islam terhadap Pengelolaan Wakaf 

Dalam pelrspelktif hukum Islam, wakaf melrupakan amal jariyah 

yang melmiliki dimelnsi sosial dan spiritual. Pelngellolaan wakaf harus 

dilakukan delngan prinsip amanah, transparansi, dan produktivitas. 

Melnurut Wahbah Az-Zuhaili, salah satu syarat sah wakaf adalah keljellasan 

objelk wakaf dan tujuan wakaf yang harus belrsifat ibadah dan sosial. 
33

 

Islam melngatur bahwa harta wakaf tidak bolelh dialihkan atau 

dimiliki selcara pribadi, dan hasilnya harus disalurkan untuk kelpelntingan 

umat. Keltidakselsuaian pelngellolaan delngan prinsip-prinsip ini dapat 

melnimbulkan pellanggaran telrhadap hukum syariah.  

a. Kelabsahan Wakaf  

1) Tindakan nyata yang melncelrminkan adanya pelrbuatan wakaf, 

selpelrti melmbangun masjid dan digunakan untuk pellaksanaan 

ibadah, misalnya dikumandangkannya azan di dalamnya untuk 

shalat. Dalam hal ini, tidak dibutuhkan kelputusan atau pelngelsahan 

dari otoritas pelmelrintah. 

2)  Pelrnyataan lisan, yang telrbagi melnjadi dua jelnis: pelrnyataan 

elksplisit dan pelrnyataan tidak langsung (kiasan). 

 

                                                           
33

Wahbah al-Zuhaylī, op. cit., h.269 



26 

 

a) Pernyataan eksplisit contohnya adalah kalimat dari pihak yang 

mewakafkan seperti: ―Saya mewakafkan ini,‖ ―Saya serahkan 

sebagai wakaf,‖ ―Saya serahkan di jalan Allah,‖ atau ―Saya 

serahkan ini untuk selamanya.‖ 

b) Pernyataan kiasan, misalnya: ―Saya sedekahkan ini,‖ dengan 

disertai niat untuk wakaf. 

Seldangkan jika wakaf dikaitkan delngan kelmatian, misalnya 

selselorang belrkata: ―Rumah saya‖ atau ―Kuda saya melnjadi wakaf 

seltellah saya melninggal,‖ maka hal ini dianggap sah melnurut pelndapat 

Imam Ahmad. Pandangan ini juga didukung olelh Khirqi dan ulama 

lainnya, karelna belntuk pelrnyataan selmacam ini masuk dalam katelgori 

wasiat. Olelh karelna itu, wakaf yang baru belrlaku seltellah kelmatian 

dipelrbolelhkan karelna telrmasuk dalam belntuk wasiat. 

Seltellah selselorang mellakukan tindakan yang melnunjukkan niat 

wakaf atau melngucapkan pelrnyataan yang belrmakna wakaf, maka 

pelrbuatan wakaf telrselbut dianggap sah, sellama orang telrselbut 

melmelnuhi syarat selbagai pihak yang sah dalam belrtindak hukum. 

Syarat-syarat telrselbut antara lain: orang telrselbut harus belrakal selhat, 

tellah delwasa (baligh), belrstatus melrdelka, dan mellakukannya selcara 

sukarella. 

Untuk kelabsahannya, wakaf tidak melnsyaratkan adanya 

pelnelrimaan dari pihak yang akan melnelrima atau melngellola wakaf. 

Seltellah wakaf dinyatakan sah, maka harta yang diwakafkan tidak bolelh 
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dipelrjualbellikan, dihibahkan, atau dimanfaatkan delngan cara apa pun 

yang dapat melnghilangkan statusnya selbagai wakaf. Apabila pelwakaf 

melninggal dunia, maka harta wakaf telrselbut tidak bisa diwariskan, 

karelna sudah bukan lagi melnjadi miliknya.
34

 

b. Dasar Hukum Wakaf dalam Islam 

Belrbelda delngan zakat, dalam alqur‘an wakaf tidak diselbutkan 

selcara elksplisit, namun kelbelradaannya diilhami olelh ayat-ayat Alqur‘an 

dan contoh dari Rasulullah SAW selrta tradisi para sahabat. Wakaf 

melmiliki dasar hukum dalam Al-Qur‘an, Hadis, selrta ijma‘ ulama. Firman 

Allah SWT dalam Surah Al-imran ayat (92):
35

 

ىَّ امبِْرَّ ثنَاَموُا منَ ا ثنُفِقُوا حَتّر بُّونََّ مِمر ءٍَّ مِن ثنُفِقُوا وَمَا ۚ َّ تُُِ نرَّ شََْ
ّ
ََّ فاَ  ػلَِيٌَّ بِوَِّ اللّر

Artinya : Kamu selkali-kali tidak akan melmpelrolelh kelbajikan (yang 

selmpurna) selbellum kamu melnginfakkan selbagian harta yang 

kamu cintai. Apa pun yang kamu infakkan, selsungguhnya 

Allah Maha Melngeltahui telntangnya. 

 

Maksud ayat diatas adalah kelbaikan akan telrcapai delngan wakaf. 

Hal ini belrdasarkan riwayat bahwa Abu Talhah keltika melndelngar ayat 

telrselbut, belliau belrgelgas untuk melwakafkan selbagian harta yang ia cintai, 

yaitu Belīyruha‘ selbuah kelbun yang telrkelnal delngan kelsuburannya. 

Rasululah tellah melnaselhati agar ia melnjadikan pelrkelbunan itu selbagai 

wakaf. Maka Abu Talhah melngikuti naselhat Rasulullah telrselbut. Abu 
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ubaid melngatakan bahwa walaupun kata infaq dalam ayat diatas 

melnunjukkan arti sunah, namun umat Islam sellalu dianjurkan untuk 

melrelalisasikan untuk melncapai tujuan infaq telrselbut. Maka kelmudian ayat 

diatas dijadikan selbagai dalil disyariatkannya wakaf.
36

 

Belgitu juga delngan Surat Al-Baqarah ayat (261) belrikut :
37 

ثلََُّ ينََّ مر ِ لَّر
 
ميَمَُّۡ ينُفِقُونََّ ٱ َِّ سَبِيلَِّ فَِّ ٱَمۡوََٰ للّر

 
بۡعََّ ٱَهبَۢتتََّۡ حَبرةٍَّ كََثَلََِّ ٱ ناَبِلََّ س َ ا۟ئةََُّ سُنبُلَةَّ كَُِّّ فَِّ س َ َُّ حَبرةة َّ مِّ للّر

 
ؼِفَُّ وَٱ  يضَُ َٰ

َُّ يشََاءُٓ َّ مِمَن للّر
 
سِعٌَّ وَٱ  ػلَِيٌَّ وََٰ

Artinya : Perumpamaan orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan 

Allah adalah seperti (orang-orang yang menabur) sebutir biji 

(benih) yang menumbuhkan tujuh tangkai, pada setiap tangkai 

ada seratus biji. Allah melipatgandakan (pahala) bagi siapa 

yang Dia kehendaki. Allah Maha Luas lagi Maha Mengetahui. 

 

Ayat-ayat telrselbut pada dasarnya selcara melndeltail dan melndalam 

melnganjurkan umat untuk belrwakaf mellalui belrinfak selrta mellakukan 

belrbagai amal yang belrtujuan melmbawa kelbaikan bagi selsama. 

Di dalam hadits Rasullullah saw diselbutkan yaitu selbagai belrikut : 

وإسَانَ  مَاتََ إذِاَ ِ ، صَدقََةَ  :ثلَََثَ  مِهإَ إِلََّ عَمَل ه َ اوإقطََعََ الْإ  وَلدََ  أوَإَ بِهِ، ي ىإتفَعََ  عِلإمَ  أوَإَ جَارِيةَ 

 لَه َ يدَإع و صَالِح َ

Artinya:  Jika selselorang melninggal dunia, maka telrputuslah 

amalannya kelcuali tiga pelrkara (yaitu): seldelkah jariyah, ilmu 
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yang dimanfaatkan, atau doa anak yang sholelh.” (HR 

Muslim). 

Dari hadist telrselbut melnjellaskan amalan yang tidak telrputus 

walapun ia sudah melninggal dunia , dan ini adalah salah satu dari tiga 

amalan telrselbut adalah  seldelkah jariyah yang melrujuk pada wakaf  

Hadis ini melmiliki arti pelnting karelna para ulama melmahami 

makna ṣadaqah jāriyah selbagai wakaf. Imam Nawawi dalam Syarah Ṣaḥīḥ 

Muslim melnjellaskan bahwa hadis telrselbut melnjadi bukti kelabsahan 

hukum wakaf selrta melnunjukkan belsarnya ganjaran bagi orang yang 

belrwakaf. Selmelntara itu, Imam Muhammad Ismail al-Kahlani 

melnelgaskan bahwa para ulama melnafsirkan istilah ṣadaqah jāriyah 

selbagai wakaf, selhingga hadis ini dibahas dalam bab wakaf.
38

  

B. Penelitian Terdahulu 

Pelnellitian telrdahulu belrtujuan untuk melndapatkan pelrbandingan dan 

acuan. Kelmudian untuk melnghindari anggapan kelsamaan dalam pelnellitian ini. 

Maka dalam tinjauan ini pelnelliti melncantumkan hasil pelnellitian telrdahulu. 

Belrsumbelr pada pelnellusuran judul-judul yang rellelvan telrhadap pelnyusunan 

Proposal ini, bellum ditelmukan tulisan yang melngulas selcara melndeltail 

melngelnai; “Pellaksanaan pelngellolaan tanah wakaf produktif belrdasarkan 

Undang-undang no 41 tahun 2004 tinjauan melnurut hukum islam  ( studi 

kasus di delsa Pangkalan Jambi )‖, walaupun sudah cukup banyak karya-karya 

melmbahas telntang pelrwakafan. 
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1. Skripsi yang ditulis oleh Siti Azah Fadilah dari Fakultas Syariah UIN 

Sultan Maulana Hasanuddin Banten pada tahun 2021 berjudul 

“Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang 

Pelaksanaan Undang-Undang Wakaf (Studi Pengelolaan Wakaf Produktif 

oleh Dompet Dhuafa di RS Mata Achmad Wardi Serang, Banten)”. 

Penelitian ini mengkaji pelaksanaan pengelolaan wakaf produktif yang 

dilakukan oleh Dompet Dhuafa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

potensi wakaf di Indonesia sangat besar dalam mendukung pembangunan 

sosial dan ekonomi masyarakat..  

Persamaan antara penelitian sebelumnya dengan penelitian yang 

peneliti kaji adalah sama-sama membahas mengenai wakaf produktif. 

Adapun perbedaannya terletak pada fokus kajian, khususnya pada analisis 

undang-undang yang menjadi perhatian utama dalam penelitian ini. 

Penelitian yang akan peneliti lakukan lebih menitikberatkan pada 

permasalahan implementasi Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 

tentang pengelolaan wakaf produktif di Desa Pangkalan Jambi..  

2. Skripsi yang ditulis olelh Syahrul Hamdan (2024) ―Pelran Nazhir Dalam 

Pelngellolaan Tanah Wakaf Belrdasarkan PP Nomor 42 Tahun 2006 Telntang 

Pellaksanaan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Telntang Wakaf 

(Studi Kasus Di KUA Tampan Kota Pelkanbaru) . Masalah yang ditelmukan 

pelnelliti selhingga mellakukan pelnellitian ini adalah bagaimana pelran nadzir 

dalam pelngellolaan tanah wakaf dan apa saja factor yang melmpelngaruhi 
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pelran nadzir dalam pelngellolaan tanah wakaf di KUA tampan kota 

pelkanbaru  

Pelrsamaan pada pelnellitian ini adalah pelrmasalahan yang dikaji 

dalam pelnellitian ini. Pelnellitian ini melmelbahas pelrmasalah melngelnai 

melmbahas Undang-undang no 41 tahun 2004 telntang wakaf . Seldangkan 

yang melnjadi pelmbelda yang digunakan pelnellitian syahrul hamdan ialah 

pelnellitian nya lelbih belrfokus pada pelran nazir dalam Undang-Undang no 

42 tahun 2006  selmantara pelnellitian yang di bahas lelbih fokus kelpada 

implelmelntasi Undang-Undang no 41 tahun 2004 telntang wakaf . 

3. Skripsi yang ditulis olelh Rafi Nur Shaifudin dan A‘rasy Fahrullah (2020) 

―Pelran Nadzir Dalam Melngellola Harta Belnda Wakaf Untuk Melningkatkan 

Kelseljahtelraan Umat (Studi Kasus Yayasan Baiturrahmah Seljahtelra 

Sidoarjo)‖. Pelrmasalah dalam pelnellitian ini adalah bagaimana pelran 

nadzir dalam pelngellolaan wakaf selhingga melningkatkan kelseljahtraan 

masyarakat. 

Pelrsamaan pelnellitian Rafi Nur Shaifudin dan A‘rasy Fahrullah delngan 

pelnellitian yang di telliti selkarang adalah fokus pada pelmbahasan 

pelngellolaan tanah wakaf agar bisa di manfaatkan olelh yang belrhak 

melndapatkan hasil Dari pelnghasilan tanah wakaf . dan untuk pelrbeldaan 

nya telrleltak pada fokus pelnellitian yang di telliti lelbih fokus delngan 

implelmelntasi Undang-Undang no 41 tahun 2004 , selmelntara pelnellitian 

Rafi Nur Shaifudin dan A‘rasy Fahrullah Cuma melmfokus kan pada pelran 

nazir dalam melngellola tanah wakaf .  
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis Penelitian 

Jelnis pelnellitian ini adalah melnggunakan jelnis pelnellitian kualitatif atau 

pelnilitian lapangan delngan jelnis pelnilitian yuridis elmpiris yang belrsifat 

delskriptif kualitatif. Yaitu suatu meltodel delngan melndapatkan datanya dari 

hasil pelngamatan langsung dilokasi pelnellitian, data didapatkan dari hasil 

wawancara.  

Meltodel belrasal dari bahasa Yunani melthodos, yang belrarti cara atau 

jalan. Selhubungan delngan upaya ilmiah, maka meltodel melnyangkut masalah 

cara kelrja, yaitu cara kelrja untuk dapat melmahami objelk yang melnjadi sasaran 

ilmu. Logos belrarti pelngeltahuan. Jadi meltodologi adalah pelngeltahuan telntang 

belrbagai cara kelrja. Pelnellitian melrupakan telrjelmah dari kata relselarch yang 

belrarti pelnellitian, pelnyellidikan.
39

 Jadi, Pelnellitian adalah jelnis yang digunakan 

untuk melngumpulkan dan melnganalisis informasi guna melningkatkan 

pelmahaman kita pada suatu topik.
40

 

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa Meltodel pelnellitian adalah 

cara ilmiah untuk melngumpulkan data delngan tujuan dan kelgunaan telrtelntu.
41

 

Pelnelrapan meltodel pelnellitian sangat melnelntukan dalam upaya melnghimpun 

data yang dipelrlukan dalam pelnellitian. Yakni meltodel pelnellitian akan 
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melmbelrikan peltunjuk telrhadap pellaksanaan pelnellitian, atau peltunjuk 

bagaimana pelnellitian itu dilaksanakan, apa yang harus digunakan untuk 

melmpelrolelh data telrselbut, dimana melmpelrolelhnya dan lain-lain.
42

  

B. Pendekatan Penelitian  

Pe.nde.katan adalah me.lihat suatu pe.rmasalahan yang te.rjadi de.ngan arti 

luas. Yang dimaksud luas ini adalah me.mpe.lajari cara me.ninjau dan cara 

me.nghampiri suatu pe.rmasalahan de.ngan disiplin ilmu yang dimiliki.
43

 

Pe.nde.katan digunakan se.bagai cara untuk me.ne.ntukan bagian mana dari suatu 

obje.k pe.rmasalahan yang harus dite.liti. Dalam upaya pe.nye.le.saian masalah 

pada pe.ne.litian ini, pe.nulis me.nggunakan pe.nde.katan de.skriptif-yuridis, 

de.ngan me.nganalisis data de.ngan me.nggunakan kata-kata bukan dalam be.ntuk 

angka maupun rumusan statistik.
44

 

C. Lokasi Penelitian  

Pelnellitian di lakukan di salah satu wilayah Kabupateln Belngkalis 

belrtelpatan di delsa Pangkalan Jambi Lokasi ini dipilih karelna bisa dijangkau 

olelh pelnelliti selhingga melmudahkan pelnelliti dalam melngumpulkan data dan 

mellakukan pelnellitian. 

 

 

 

                                                           
42

Nana Sudjana, Penelitian dan Pendidikan, (Bandung: Percetakan Sinar Baru Algesindo, 

2001,) hlm 6. 
43

 Bahder Johan Nasution, Metode Penelitian Hukum, (Bandung: Mandar Maju, 2008), h. 

126. 
44

 Supari Imam Asy‟ari, Suatu Petunjuk Praktis Metodologi Penelitian Sosial, (Surabaya: 

Usaha Nasional, 1993), h. 31. 



34 

 

D. Subjek dan Objek Penelitian 

1. Subjelk Pelnellitian 

Subjek dalam penelitian ini adalah pihak-pihak yang terlibat secara 

langsung dalam proses pengelolaan tanah wakaf produktif, khususnya 

nazhir (pengelola wakaf), tokoh agama, serta aparat desa yang memiliki 

peran dalam pengawasan dan fasilitasi pelaksanaan wakaf. Pemilihan 

subjek tersebut bertujuan untuk memperoleh data dan informasi faktual 

mengenai implementasi Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang 

Wakaf, serta pandangan mereka terhadap pengelolaan wakaf dalam 

perspektif hukum Islam. 

2. Objek Penelitian 

Objek dalam penelitian ini adalah pelaksanaan pengelolaan tanah 

wakaf produktif yang berada di wilayah penelitian, yaitu Desa Pangkalan 

Jambi. Fokus kajian diarahkan pada kesesuaian praktik pengelolaan wakaf 

tersebut dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 

Tahun 2004 tentang Wakaf serta prinsip-prinsip wakaf menurut hukum 

Islam. Adapun ruang lingkup objek penelitian ini meliputi mekanisme 

pengelolaan wakaf, pemanfaatan hasil wakaf, peran nazhir dan masyarakat 

sekitar, serta tingkat kebermanfaatan wakaf produktif bagi kesejahteraan 

masyarakat. 
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E. Populasi dan sampel  

1. Populasi Penelitian  

     Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pihak yang terlibat dan 

memiliki keterkaitan langsung dengan pelaksanaan pengelolaan tanah 

wakaf produktif di Desa Pangkalan Jambi, Kabupaten Bengkalis. Populasi 

tersebut meliputi nazhir wakaf, aparat desa, tokoh agama, serta pihak-

pihak terkait lainnya yang berperan dalam pengelolaan, pengawasan, dan 

pemanfaatan tanah wakaf produktif sesuai dengan ketentuan Undang-

Undang Nomor 41 Tahun 2004 dan prinsip-prinsip hukum Islam.
45

 

2. Sampel Penelitian  

     Sampel penelitian ditentukan dengan menggunakan teknik purposive 

sampling, yaitu pemilihan informan secara sengaja berdasarkan 

pertimbangan tertentu yang relevan dengan tujuan penelitian. Adapun 

sampel dalam penelitian ini terdiri dari nazhir tanah wakaf di Desa 

Pangkalan Jambi, perangkat desa yang menangani urusan pertanahan 

atau keagamaan, serta tokoh agama yang memahami praktik wakaf dan 

ketentuan hukum Islam terkait wakaf produktif. Pemilihan sampel ini 

dilakukan agar data yang diperoleh lebih mendalam, akurat, dan sesuai 

dengan fokus penelitian.
46
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F. Sumber Data 

1. Data primer 

Adapun yang melnjadi sumbelr data primelr dalam pelnellitian ini 

adalah data yang di dapatkan dari telmpat yang melnjadi objelk pelnellitian 

(delsa Pangkalan Jambi, Kabupateln belngkalis) yaitu Nazhir dan 

masyarakat delsa Pangkalan Jambi ,  selrta tokoh agama seltelmpat .  

2. Data sekunder 

Data selkundelr adalah data yang tellah mellalui prosels pelngolahan 

dari data primelr dan disajikan olelh pihak yang melngumpulkannya maupun 

pihak lain. Umumnya, data ini dipelrolelh dari sumbelr lain dan belrbelntuk 

dokumelntasi atau laporan yang sudah telrseldia.
47

  

Data selkundelr yang digunakan pelnelliti belrasal dari belrbagai 

relfelrelnsi selpelrti buku, jurnal, dan sumbelr lainnya yang melmiliki 

keltelrkaitan, baik selcara langsung maupun tidak langsung, delngan topik 

dan judul pelnellitian ini, selhingga dinilai rellelvan untuk melndukung analisis 

telrhadap pelrmasalahan yang ditelliti. 

G. Teknik Pengumpulan Data 

Untuk melmpelrolelh data yang dibutuhkan dalam melnunjang 

pelmbahasan pelnelliti, maka pelnelliti melnggunakan proseldur pelngumpulan data 

selbagai belrikut: 
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 Data sekunder adalah data yang telah melalui prosels pengolahan dari data primer dan 
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3. Meltodel Obselrvasi  

Obselrvasi melrupakan telknik pelngumpulan data yang dilakukan 

delngan cara turun langsung kel lapangan untuk melnyaksikan selcara nyata 

objelk yang melnjadi fokus pelnellitian. Pelnellitian ini dilakukan di wilayah 

delsa Pangkalan Jambi , Kota Pelkanbaru. 

Tujuan dari meltodel obselrvasi ini adalah untuk melnggambarkan 

situasi, aktivitas yang belrlangsung, individu-individu yang telrlibat dalam 

kelgiatan telrselbut, waktu pellaksanaan, selrta makna yang dibelrikan olelh para 

pellaku telrhadap pelristiwa diamati.
48

 

2.  Wawancara 

Wawancara melrupakan meltodel pelngumpulan data dalam belntuk 

pelrcakapan langsung antara dua orang atau lelbih, di mana pelnelliti 

melmpelrolelh informasi atau keltelrangan selcara lisan mellalui intelraksi tatap 

muka.Wawancara belrtujuan untuk melnggali informasi yang tidak bisa 

didapatkan mellalui meltodel obselrvasi selcara langsung.
49

 

Untuk melndapatkan data yang rellelvan delngan pelnellitian ini, 

digunakan telknik wawancara belbas telrpimpin. Meltodel ini melrupakan 

gabungan antara wawancara telrbuka dan telrstruktur, di mana pelnelliti hanya 

melnyiapkan garis belsar topik yang akan dibahas, kelmudian 

melngelmbangkannya selcara flelksibell sellama prosels wawancara 

belrlangsung dalam prosels wawancara belrlangsung melngikuti situasi 
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pelwawancara harus pandai melngarahkan yang diwawancarai apabila 

telrnyata ia melnyimpang.
50

 

3. Dokumelntasi 

Dokumeln adalah catatan telrtulis telntang belrbagai kelgiatan atau 

pelristiwa pada waktu yang lalu atau pada masa lalu 
51

 Dokumelntasi 

melrupakan meltodel pelngumpulan data yang dilakukan delngan melnghimpun 

belrbagai dokumeln selpelrti catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, 

maupun dokumeln lain yang rellelvan delngan objelk pelnellitian, khususnya 

informasi yang belrkaitan delngan wakaf dan nazhir. 

4. Studi Pustaka 

Kajian Pustaka Melrupakan meltodel delngan melmahami isi jurnal, 

buku, undang-undang, pelraturan dan lainnya yang belrhubungan delngan 

pelrmasalahan yang ditelliti. Studi pustakan melmbuat kajian analisi selsuatu 

melnjadi sistelmatis , Analisis data adalah prosels yang dilakukan untuk 

melngolah dan melmahami data, delngan cara melngidelntifikasi pola, 

melmilah informasi melnjadi bagian-bagian yang mudah dikellola, 

melnelntukan aspelk-aspelk pelnting yang layak dikaji, selrta melnyusun 

telmuan yang dapat disampaikan kelpada orang lain. Telknik analisis ini 

digunakan dalam pelnellitian kualitatif lapangan dan dilakukan selcara 

intelraktif mellalui tahapan relduksi data, pelnyajian data, dan pelnarikan 

kelsimpulan.
52
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a. Relduksi data 

Relduksi data adalah prosels melnyaring dan melnyeldelrhanakan 

informasi delngan melnelkankan pada inti pelrmasalahan, melmilih data 

yang rellelvan, selrta melnyoroti hal-hal yang pelnting. Dalam tahap ini, 

pelnelliti juga melngidelntifikasi telma dan pola yang belrkaitan. Prosels ini 

dilakukan delngan melngelvaluasi kelakuratan data selrta kelselsuaiannya 

delngan fokus pelnellitian dan telori yang digunakan selbagai acuan. 

b. Pelnyajian Data 

Seltellah tahap relduksi sellelsai, langkah belrikutnya adalah 

pelnyajian data. Dalam pelnellitian kualitatif, data biasanya disajikan 

dalam belntuk naratif yang melnggambarkan telmuan pelnellitian selcara 

jellas dan telrstruktur. 

c. Pelnarikan Kelsimpulan 

Tujuan dari pelnarikan kelsimpulan adalah untuk melmvelrifikasi 

data yang tellah telrkumpul, selhingga dapat dilakukan pelnelrapan data 

selcara lelbih celpat dan objelktif delngan dasar konselptual yang kuat. 

Kelsimpulan dapat ditarik delngan cara melmbandingkan pelrnyataan 

dari objelk pelnellitian delngan makna yang telrkandung dalam telmuan, 

yang akhirnya melmungkinkan untuk melmpelrolelh kelsimpulan yang 

sahih. 
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H.  Sistematika Penelitian 

Untuk melmastikan bahwa isi proposal belnar-belnar melngarah pada 

pelncapaian tujuan pelmbahasan, maka proposal ini disusun kel dalam lima bab 

utama yang dilelngkapi delngan sub-bab. Seltiap bagian saling telrhubung dan 

melmbelntuk satu kelsatuan pelmbahasan yang utuh, delngan sistelmatika selbagai 

belrikut: 

Bab Pelrtama : Pelndahuluan yang telrdiri dari belbelrapa kelrangka pelmikiran 

dan melrupakan dasar dan pelmbahasan inti, antara lain; Latar 

bellakang masalah, pelmbatasan masalah, rumusan masalah, 

tujuan dan manfaat pelnellitian. 

Bab Dua  : Melnyusun tinjauan pustaka yang melmuat dasar telori, 

kelrangka pelmikiran, atau konselp-konselp yang belrkaitan elrat 

delngan topik pelnellitian ini. 

Bab Tiga : Melnyampaikan pelnjellasan melngelnai gambaran umum atau 

latar telmpat pelnellitian, yang melncakup delskripsi telrkait objelk 

atau lokasi pelnellitian dan aspelk-aspelk lainnya. Di antaranya 

melliputi jelnis pelnellitian, tipel data yang digunakan, sumbelr 

data, meltodel pelngumpulan data, pelndelkatan pelnellitian, selrta 

telknik analisis data yang ditelrapkan. 

Bab Elmpat : Melnyajikan pelmbahasan hasil data pelnellitian, belrupa jawaban 

dari rumusan masalah pelnellitian. 
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Bab Lima : Selbagai bab pelnutup yang melrupakan akhir dari pelnulisan 

skripsi ini yang telrdiri dan kelsimpulan, saran dan pelnutup. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

Dari uraian diatas penulis menarik sebuah kesimpulan bahwa: 

Pengelolaan tanah wakaf produktif di Desa Pangkalan pada dasarnya 

telah berjalan, namun belum optimal dan masih menggunakan pola 

pengelolaan yang bersifat tradisional sehingga belum menghasilkan nilai 

manfaat yang maksimal bagi masyarakat. 

1. Berdasarkan temuan penelitian, pelaksanaan pengelolaan wakaf di Desa 

Pangkalan belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan, khususnya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 

tentang Wakaf dan peraturan pelaksanaannya. Ketidakpatuhan hukum 

tersebut terlihat pada lemahnya sistem administrasi wakaf, tidak adanya 

pencatatan dan pelaporan keuangan yang tertib dan transparan, belum 

dilakukannya pendaftaran tanah wakaf dalam bentuk sertifikat wakaf, 

serta belum terpenuhinya legalitas dan pendaftaran nadzir kepada lembaga 

yang berwenang. Keadaan ini berpotensi menimbulkan risiko hukum, 

seperti sengketa kepemilikan tanah wakaf, penyalahgunaan aset wakaf, 

serta lemahnya akuntabilitas pengelola wakaf di hadapan hukum dan 

masyarakat. 

2. Dalam tinjauan hukum Islam, praktik pengelolaan tanah wakaf tersebut 

tetap dinilai sah dan bernilai ibadah. Hal ini karena pengelolaan wakaf di 

Desa Pangkalan telah memenuhi rukun dan syarat wakaf serta diarahkan 
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untuk kepentingan kemaslahatan umum. Namun demikian, praktik 

tersebut belum sepenuhnya mencerminkan prinsip-prinsip ideal 

pengelolaan wakaf sebagaimana ditekankan dalam fikih wakaf, seperti 

prinsip amanah, transparansi, profesionalitas, dan produktivitas. Oleh 

karena itu, diperlukan penguatan pengelolaan wakaf melalui peningkatan 

pemahaman nadzir terhadap regulasi wakaf, penataan administrasi yang 

tertib, serta penerapan manajemen wakaf yang lebih profesional agar 

pengelolaan tanah wakaf produktif di Desa Pangkalan dapat berjalan 

secara optimal, berkelanjutan, dan sesuai dengan ketentuan hukum Islam 

dan hukum positif. 

B. Saran  

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, guna mewujudkan 

pengelolaan tanah wakaf yang produktif, berkelanjutan, serta sesuai dengan 

prinsip syariat Islam dan peraturan perundang-undangan, khususnya di Desa 

Pangkalan, maka penulis mengajukan beberapa saran sebagai berikut: 

1. Penguatan Pembinaan dan Pendampingan dari Lembaga Resmi 

     Badan Wakaf Indonesia (BWI) dan Kementerian Agama diharapkan 

dapat meningkatkan pembinaan secara langsung dan berkelanjutan kepada 

para nadzir, tidak hanya dalam bentuk sosialisasi normatif, tetapi juga 

melalui pendampingan teknis lapangan. Pendampingan tersebut mencakup 

proses administrasi wakaf, pendaftaran dan sertifikasi tanah wakaf, 

penyusunan laporan pengelolaan, serta pengawasan agar pengelolaan 



65 

 

wakaf berjalan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 

tentang Wakaf dan prinsip maqāṣid al-syarī‗ah. 

2. Peningkatan Kapasitas dan Profesionalisme Nadzir 

     Nadzir sebagai pihak yang bertanggung jawab atas pengelolaan harta 

wakaf perlu dibekali dengan kompetensi manajerial dan profesional. Oleh 

karena itu, diperlukan pelatihan secara berkala yang mencakup manajemen 

wakaf modern, perencanaan usaha produktif, pengelolaan aset wakaf, 

sistem pelaporan dan akuntabilitas keuangan, serta penerapan prinsip good 

waqf governance. Dengan peningkatan kapasitas tersebut, diharapkan 

nadzir mampu mengelola tanah wakaf secara lebih efektif, transparan, dan 

berorientasi pada kemaslahatan umat. 

3. Pengembangan Kerja Sama Strategis dengan Lembaga Keuangan Syariah 

     Dalam rangka mengoptimalkan produktivitas tanah wakaf, nadzir perlu 

menjalin kerja sama dengan lembaga keuangan syariah, seperti bank 

syariah, BMT, maupun lembaga keuangan mikro syariah lainnya. Kerja 

sama ini dapat dilakukan melalui berbagai skema, antara lain pembiayaan 

syariah, investasi produktif, maupun pemanfaatan tanah wakaf untuk 

kegiatan ekonomi yang halal dan profesional. Melalui sinergi tersebut, 

tanah wakaf tidak hanya berfungsi secara konsumtif, tetapi juga mampu 

menghasilkan manfaat ekonomi dan sosial yang berkelanjutan bagi 

masyarakat. 
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List Pertanyaan pada saat Wawancara di Lapangan  

 

―Pelaksanaan Pengelolaan Tanah Wakaf di Desa Pangkalan Jambi Berdasarkan 

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004: Tinjauan Hukum Islam‖ 

 

A. Pertanyaan Umum 

1. Bagaimana pelaksanaan pengelolaan tanah wakaf di Desa Pangkalan 

Jambi? 

2. Sejauh mana pengelolaan tanah wakaf di Desa Pangkalan Jambi telah 

sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang 

Wakaf? 

3. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik pengelolaan tanah 

wakaf di Desa Pangkalan Jambi? 

B. Pertanyaan Khusus Berdasarkan UU No. 41 Tahun 2004 

1. Bagaimana status legalitas tanah wakaf di Desa Pangkalan Jambi (ikrar 

wakaf, AIW, dan sertifikat wakaf)? 

2. Bagaimana peran dan kompetensi naẓir dalam pengelolaan tanah wakaf di 

Desa Pangkalan Jambi? 

3. Apakah naẓir telah melaksanakan tugas dan kewajibannya sesuai Pasal 11 

dan Pasal 12 UU No. 41 Tahun 2004? 

4. Bagaimana sistem pengelolaan, pemeliharaan, dan pengembangan tanah 

wakaf yang diterapkan? 

5. Apakah pengelolaan tanah wakaf telah dilakukan secara produktif 

sebagaimana amanat peraturan perundang-undangan? 

6. Bagaimana bentuk pengawasan terhadap pengelolaan tanah wakaf oleh 

KUA, BWI, atau instansi terkait? 

C. Pertanyaan Berdasarkan Tinjauan Hukum Islam 

1. Bagaimana kesesuaian pengelolaan tanah wakaf dengan rukun dan syarat 

wakaf dalam fikih Islam? 

2. Bagaimana prinsip amanah, keadilan, dan kemaslahatan diterapkan dalam 

pengelolaan tanah wakaf tersebut? 
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